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P U T U S A N 
Nomor 17/Pdt.G/2016/PA. Nnk 

 

 یمِِْحِِالرَّ الرَّحْمٰنِِ اللِِ بِسمِِْ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat 

pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana 

tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh: 

Wa Ana binti Lakani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di LANAL 

Nunukan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pangkalan 

Posal, RT. 12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, 

Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

Muhammad Ali Hasnan bin Ahmad Husain, umur 32 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMA, tempat kediaman di 

dahulu di Jalan Pangkalan Posal, RT. 12, Kelurahan Nunukan 

Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang 

tidak diketahui lagi alamatnya di Republik Indoensia, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal              

13 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan 

dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2016/PA.Nnk., tanggal 13 Januari 2016, 

mengajukan alasan-alasan sebagai berikut: 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at Islam pada 

tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/49/VII/2011 

tanggal 25 Juli 2011  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Nunukan, Kabupaten Nunukan; 

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pangkalan Posal RT. 12, Kelurahan 

Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hingga pisah; 

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan 

suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Rabiatul 

Karimah binti Muhammad Ali Asnan, umur 3 tahun 9 tahun; 

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2013 mulai sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:  

a. Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang juga tidak pulang sama 

sekali tanpa alasan yang jelas; 

b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, karena Penggugat mendapati 

pesan singkat / SMS di dalam handphone Tergugat dengan mesra kepada 

wanita lain, selain itu juga Penggugat juga mendapati foto-foto mesra 

Terugat dengan wanita tersebut di dalam Handphone dan Facebook 

Tergugat; 

c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat 

sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi; 

5.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Juni 2013  

disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya 

sedangkan anaknya sedang sakit sehingga Penggugat dan Tergugat 

bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;  

6.  Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut; 

7.  Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada 

Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan 

telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil. 
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    Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta 

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Ali Asnan bin 

Ahmad Husain) terhadap Penggugat (Wa Ana binti Lakani). 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Subsider: 

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka 

sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik 

Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali yang relaas panggilannya 

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana 

diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebanyak 2 (dua) kali berturut-

turut namun Penggugat tetap tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata 

bahwa tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 4 

karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan 

gugur; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur; 

2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah                

Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 23 Sya’ban 1437 Hijriyah, oleh kami Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Ketua 

Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., M.A. masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 

Sya’ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua  Majelis tersebut dengan didampingi oleh 

Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H., sebagai Panitera Pengganti 

tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat; 

Hakim Anggota I, 

 

H. Fitriyadi, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

Mulyadi, Lc., M.H.I. 
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Hakim Anggota II, 

 

Khairul Badri, Lc., M.A.  

 

 Panitera Pengganti, 

                                                                   

Nurhalis, S.H. 

 

 

Perincian Biaya Perkara: 

1. Pendaftaran  Rp      30.000,00 

2. Proses   Rp      50.000,00 

3. Panggilan   Rp    350.000,00 

4. R e d a k s i  Rp        5.000,00 

5. M e t e r a i   Rp        6.000,00 

      J u m l a h                    Rp    441.000,00  
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